I.-.=__PENDAHULUAN el :
Hak  asasi- manuysia - (HAM} adaiah hak
dasar-dan pokok:yang-dibawa-manusia sejak

lahir sebagai anugerah Tuhan YME. Hak asasi

ini -dizkui dan dihormati-oleh manusia“yang
lain:-dalam-kehidupan bermasyarakat:: Peng-
akuan. hak: asasi wseseorang ~merupakan “ke-
wajiban- (asasi) - bagi: ‘yang - lain. Sehingga
tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia ‘pada

dagamya’ tidak ‘terlepas -dari pemenuhan_

kewapban asasi‘manusia ity sendiri. :

 Menurut se;a:ahnya, tonggak pertama ke-
menangan perjuangan ‘penegakan HAM adalah
pada’ tahun 1215 'dengan " lahirnya: - MAGNA
CHARTAdi Inggris. Dalam’ Magna: ‘Charta ity
dicantumkan ‘hak-hak ' para: bangsawan yang
harus® dihormati- Raja * Inggris.
terbatas. dalam -hubungan antara Raja dan

bangsawan, namun suatu prinsip bahwa hak:
hak tertentu ‘telah diakui eks:stensmya oleh__
pthak penguasa: Dan ha! m: merupakan awal

suatl kemenangan,”
Perkembangan HAM benkutnya adalah pada
revolusi“Amerika (tahun’ 1776) ‘yang melahir-

kan "The Virginia bill ‘of nght ‘dan Revolusi’
Perancis’ 1789y yang mencemskan ”Deciara-_

tion des droit de Vhomme e du Citoyen”.

Kedua revolusi itu menghasilkan pengakuan
HAM yang lebih luas. - Di Amerika mulai-diakui:

bahwa' setiap “manusia “berhak ‘menikmati

“Walaupun

naissant: et demeurent hbzes et _eqa

droits).
Dalam abaci ke -XVII dan Xvir pertumbuban

sepertis kesamaan hak hak ‘atas kebé basan
dan hak untuk memilih. Akan tetapi dalam"
abad ke-XX " hak-hak politik ini  dianggap.
kurang sempuma dan mulailah d:kembang~
kan _beberapa hak lam yang iebxh luas ling-
kupnya mehput: b:dang ekonomi, Saslal dan--
budaya

.. Hak asaSJ manusm tumbuh berkembang

_ berdasarkan_. falsafah . dan. sistem kehidupan
- berbangsa. dan . :bermasyarakat dari. s masing-

masing negara, - sehinggs . memiliki- ciri-cid
khusus -yang ‘membedakan  pemabaman::dan
pelaksanaan | HAM 'dari ‘negara ‘yang.satu
dengan-yang lainnya. Di nepgara ‘penganut
faham liberal (Amerika dan Eropa) dikenal 4
kebebasan * yang’ merupakan kntena pokok
HAM, yai:

1. “Freedom of Speech
2. Freedom of Religion
3. "Freedom of Want dan
4. Freedom from fear h

tidap, - kebebasan dan  mengusaakan ke
bahagiaan (life, Liberty dan the persuit of
happiness). Sementara di Perancis bertolak
pada pandangen bahwa manusia  terdahic
"baik”, oleh karena itu harus hidup "bebas”
dan "sama” di hadapan hukum (les homes

62

chdiibl\.du U.i 1icbdld“llﬂadld b{)bldllb UlK.Clidl 3

jenis HAM yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan (right to
a joby)

2. Hak untuk memperoleh pendidikan (right
to education)




) i "3_;d;aturlah-:fun351 negara_:sebagal'penyeienggam o

benakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.’
Pancasila:menggambarkan dengan sangat ]813.5
dan mendalam fentang "apa yang hldup dl

yang mampu mengmsyaf ---keselumhan' ‘dan
kehalusan. hidup manusia:yang sanggup.me-
nyelaraskan hidup kebangsaannya .dengan
perikemanusiaan yang universal.meliputi selu-
ruh alam kemanusizan: ci ptaan Tuhan YME.
+Sejarah. .membuktikan -bahwa masyarakat
lndonesxa sejak lama telah mengenal halk.asasi
manusia. Pada zaman Kerajaan. Mataram (abad
XVD -pada_kawula/rakyat. yang .merasa. hak
pribadinya terlanggar, maka ia melakukan aksi
protes dengan berjemur matahari di-alun-alun
depanistana raja (LAKU PEPE), guna menarik
perhatian-sang: raja, ‘Manakala sang.raja- me:
lihat dan’ berkenan - memanggil -menghadap,
maka -berbagal- permasalzhan yang- menyang-
kut hak-asasi masyarakat: tersebut diselesaikan

ak seseorang atas kebebasan bemgama'

(eepentingan -
__.:'perlmdungan s

Indonesaa sebagal anggota PBB menghorman
deklara51 hak hak 35351 lm walaupun tumu&

yang l:dak sesual dengan Pancasﬁa Di
szmp:ng itu, bahwa perhatian indoncsaa ter-

: .hadap hak asasi’ manusxa telah d:tunjukkan

Hak asas: manusm telah dxcanmmkan secara
“dalam ‘pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai berikut:
a. "Dalam alinea pertam “bahwa sesungguh—
Cnyat kemerdekaan i ada!ah hak™ segala
" “bangsa *‘dan”" oleh “sebab i, 'maka
penjajahan’ di atas dunia harus dibapuskan
karena “tidak ‘sesuai dengan perikemanu-
sigandan’’ ‘perikeadilan”; - Rumusan ini
. mengandung pengakuan® ‘Freedom™ 1o be
free. Pengakuan* kepada per:kemanusman
~“‘adalah “suatu intisari dad “HAM " dan
pengakuan pada perikeadilan’ ‘adalah
" intisari. dari ‘negara- hukum, yang-merupa-
“'kan salah Satu’sistery pemetintahan negara
“*RI**Sedangkan - pengakuan “ Kemerdekaan
“dni - sesuaidengan’ pasal'1 Deklarasi
"+ ‘Universal HAM vang berbunyi; "....sekalian

dengan penub-arif bijaksana: sesuai dengan ciri
kepemlmpman "Hasta Brata™. : -

“Pada daman modem, !ndones:a sebaga:
negara hukum mengandung pengertiar bahwa
negara  ikui- aktif dalam:usaha menciptakan
kesejahteraan inasyarakat. Dengan - demikian,

“orang dilahirkan 'merdeka”, =
b. :Pada " ‘alinea’ “kedta: "dan: perjuangan
..negara Indonesia ‘yang:-merdeka,  ber-
‘saty, : berdatlat, -adil. dan-makmur’ : Kata
-adil disamping - berindikasikan - bahwa
negara Indonesia adalah ‘negara hukum,
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“"setiap orang “berhak untuk turut serta
__dengan bebas dalam htdup kebudayaan
h masyarakai '_
d. Dalam alinea . keempat Pembukaan UUD
. ra iengka "ber151 HAM di- bxdang
. politik, ekonomi, sosﬁal' dan budaya. Peng-
. akuan negara yang berkedauiatan rakyat
‘ sarkan _kerakyatan . yang dipimpin
. oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-
usyawaratan/perwak:ian adalah sesuai
. dengan pasal 21 ayat 3 Deklarasi Universal
. HAM yang berbunyx "kemauan__ rakyat
" harus menjadi. dasar ‘kekuasasn . Peme-
.+ rintah, kemauan 'yang harus . dmyatakan
dalam_ Pemxl:han berkala ~¥ang jujur dan
. tidak membeda bedakan . serta . -dengan
. pemunguian suara yang whasia_ menjamin
..kebebasan mengeluarkan suara”.. Sedang-
. kan pengakuan mema;ukan kesejahteraan
. umum,: mencerdaskan. kehidupan bangsa
ST mewu;udkan suatu keadilan  sosial
... bagi:-seluruh rakyat lndonesia -.adalah
_..seirama: ~dengan pasal 22 - Deklarasi
... Universal - HAM ..yang . berbunyi: -”_sétiap
-.-orang :sebagai anggota masyarakat berhak
.- atas - jaminan-. sosial . dengan perantaraan
---usahz nasional dan. .kega sama Inter-
. national :serta.- sumber kekayaan: setiap

— Pasal 30: (D) UUD"E--194_"

-1 Pasal :27.:(1) -UUD: 1945: | setaap*-’warga_

negara  bersamaan keduduka L dalam
hukum dan pemerintahan. .
Pasal 27 (2) UuD1945: set:ap

- serikat dan berkumpui mengeluarkan
- pikiran sesuai dengan: undang-undang' S
- Pasal 20 UUD 1945 tentang Ke' '
- memeluk. agama.

_:negara :berhak . dan wa;nb ~dalam usaha_
. “pembelaan negara.- s
Pasal—pasal di atas memuat ketentuan ntang
"Personal: Rights” Sedangkan. ketentuan_ lain
yang memgyat: proverty rights <diatur dalam
pasal 33 UUD, 1945. _ e
Dari. urajan -singkat. di atas maka UUD 1945
sefak -pembukaan batang tubuh idan bahkan
penjelasannya . cukup membuat: ftentang: peng-
akuan hak. Asasi:.manusia... At dengan
perkataan lain.bahwa. secara. ;undis konsmus»
onal Indonesia mengakui HAM jauh .sebelum
lah:mya Universal. .Declaration . of | Human
nght

m PER{.INDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
“DALAM PROSES PIDANA .

1. Perlindungan Hak Asasi bagi ter gka
atau terdakwa AL
" Penegakan " hukum,: khususnya bldang
hukum ‘pidana pada“dasamya “adalah-suat
perampasan sebagian hak asasi-manusia-oleh
aparat ‘yang berwenang -dalam- rangka me:
lindungi= - atau - menegakkan ' kepenungan
umum. ‘Dalam konsep  negara (hukum) ‘ber-
dasarkan-Pancasila, ‘maka’penegakan hukum
dapat dirumuskan < sebagai “perampasan*hak
asast “individu oleh aparat’ penegak hukum
dalam rrangka ‘melindungi’ hak asasi "keba-
nyakan individu dalamkehidupan bermasya-
rakat - (kepentingan ‘umum),Perampasan-hak

negara afas hak-hak -ekonomi; sosial dan
- budaya, guna martabat: dan-perkembangan
bebas peribadinya”. :
Seian;umya dalam: batang mbuh UUD 1245
pada-pasal-pasalnya-vang: menymggung lang-
sung tentang HAM; yaitu:: :
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asasizindividu (lebib konkrit adalah tersanpka/

terdakwa) -dalam proses hukum pidanadiatur
dan sekaligus dibatasi ‘oleh” ketentuan:‘per-
undangan: :dalam hukum cacara padana
(KUHAPR), - e
Atau -dengan perkatazn iam bahwa ha%»: asasi
tersangka/terdakwa diatur - dan - dilindungi



ff .-_.mérupaka _ pe ksanaan asas-asas “yang ‘ter-

penahanan ' penggeledahan :

| _,.'danbeny:taan‘-hanya berdasarkan permtah

= .dstahan d:tuntut dan atau dxhadapkan di

-+ muka- ‘persidangan pengadilan, wajib: di-

anggap Atidak - bersalah . sampai - putusan

- yang telah, memperoleh kekua[an hukum
tetap.

d. _;.Pembenan -ganti kerugian- dan rehab:istas:
. bagi- -seseorang terhadap . kesalahan - pe-
nangkapan -penahanan;’ penuntuxan yang

. tidak berdasarkan bukum. - :

e. Peradilan -harus dnlakukan dengan cepat

._._.sederhana dan b:aya fingan. serta, bebas

. jujur dan tldak memlhak :

f.._.=...'Set|ap .orang  yang tersangku{ perkara

... diberi _kesempatan . memperoleh bantuan

_hulum dalam. kepentingan pembelaan, .,

g.__'Seorang tersangka sejak . ditangkap dan

. atau ditahan wajib diberitahu dakwazan dan
dasar hukum serta wajib diberitahu haknya
untuk menghubungl penasihat hukum.

b, Pemeriksaan di Pengad:lan (dengan_hadir-

~ nyaterdakwa, .

i Sidang pemenksaan pengadllan terbuka
“untuk “umum kecuail dlatur lam dalam
‘Undang- -Undang,

Pasal-pasal dalam KUHAP mereahsas:kan
asas-asas tersebut di atas funa membenkan
periakuan terhadap tersangka atau terdakwa
sebagai individu yang se!ayaknya memiliki
hak. Hak-hak tersebut sejak tahzp penyldxkan
sampai penuntutan antara lain adalah: =
1. Hak {ersangka segera mendapat pemerik-

saan oleh - pengadlian ‘dan selanjutnya

KUHAP (U o, 8 Tabun 1981), yang”

6 Kewajl

3..: Pada tmgkat penyld:kan dan pengadnlan'

E ’*’ftersangka atau terdakwa berhak: membem' '
“kan' keterangan " secara bebas kepada_
" penyidik atau hakim (pasal 52).
4. "Guna® kepenzangan pembelaan terwngka i
berhak ™ mendapat bantuan hukum dan_'
" Pendsihat‘Hukumnya selama’ dalam wakiu
' dan sétiap tingkat pemeriksaan (pasal'54). " .
5. ‘Tersangka berhak memlhh sendm Penas;—' "
:;.'_Z':;;hat Hukumnya (pasai 55) o

" “hak tersangka) untuk mentinjuk penasihat
“hukum ‘dalam “hal" :ersangka/terdakwa di-

" “dakwa melakukan' tindak” pxdana diancam

pidana mati atau 15 tahun ke atas, bag1
* yang tidak mampu (pasal 56 ayat .

7. Hak tersangka/terdakwa yang tidak mam~
‘pumendapat bantuan hukum secara'
“cuma-cuma, : '

8 'Hak tersangka yang ditahan untuk’ meng—
~hubungi penasihat hukumnya” (pasal 5'7

ayat 1).

9. Hak untuk ~menuntut ganti ‘rugi dan
, rehabaixtam bagi tersangka yang ditangkap,
"' ‘ditahan, dituntut dan diadili mnpa berdasar
~ ‘Undang-undang (pasal 68). =~
- "Apabila’ dibandingkan dengan peraturan

yang terdapat dalam HIR” mengenai penahan-

an, maka hak tersangka atau terdakwa dalam

KUHAP sangai terjamin. KUHAP ‘memberikan

batas'wakiu mengenai penahanan Sedangkan

menurut HIR tidak ‘terdapat pemba[asan atau
tidak terhingga ‘batas wakuu tersebut, =

Dalam KUHAP, jangka wakiu ‘penahanan yang

dilakukan oleh’ penyu:i:k adalah paling lama 20 .

hari “dan *dapat dtperpan;ang untuk palmg

lama 40 bari oleh penuntut”umum, tetapi
setélah lewat ‘wakiu 60 hari ‘tersebut maka
lersangka  sudah  harus dnkeiuarkan dan

tahanan penyldlk demi hukum, o

Selain penyidik, penumut umum juga dapat

melakukan penahanan untuk ‘kepentingan

penuntutan, yaitu paling lama’ 20 hari, yang
dapat " diperpanjang oleh Ketua Pengadilan

dheruskan Kepaaa Penuntut Umum (Pasal
50 ayat 1), '

2. Hak' tersangka untuk diberitahy dengan
jelas dalam bahasa yang dapat dimengesti,
tentang apa yang disangkakan pada wakwu

" pemeriksaan dimulai (pasal 51 huruf ).

Negeri untuk paling lama 30 hari. Dan setelah
lewat waktu 50 hari tersebut maka tersangka
sudah  harus dikeluarkan - darl Eahanan pe-
puntul umbim démi hukum. ™

Juga Hakim Pengadilan Negeri untuk kepen-
tingan pemeriksaan maka ia berwenang
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rangan tentang sah atau tidak sahﬂya suate
penangkapan atau penahanan  atas dirinya.
Berdasarkan. HIR shal tersebut  tidak diper-
kenankan.

Mengenai_ bantuan hukum, semenjak d:tang-
v au dlpenksa aleh, .penyidik . maka
tersangka atau terdakwa sudah  diijinkan untuk
didampingi oleh penasmat hukumnya Ten-
tang . bantuan hukum . KUHAP : mengaturnya
dalam.pasal 69 sampai-dengan pasal 74.. _
jad: pembenan bantuan hukum dalam. proses
p1ciana adalah . suatu prms;p negara hukum
yang dalam tahap pemer;ksaan pendahuluan
dlwu}udkan dengan menentukan bahwa untuk
keperluan meny:apkan pembelaan maka fer-
sangka  ferutama sejak saat dsiakukan pe-
nangkapan dan atau penahanan berhak untuk
menunjuk dan. menghubung1 serta - minta
bantuan penasahat hukum. - o -
Khusus . mengenai. bantuan hukum dapat
dxuralkan sebagai berikut:: .

1. Ketentuan pasal, 69 sampai dengan 74
.. KUHAP' sebagai penjabaran . hak-hak ter-
__sangka_ atay terdakwa untuk mendapat
_bantuan hukum yang. diatur dalam pasal 35
N sampai dengan pasal 38 Undang~undang

SO AT TR T T970 T e g Ketean R

_:,.-ketentuan Pokek Kekuasaan Kehakiman, .
2. ‘Bantuan hukum ini merupakan salah satu
perwujudan jaminan dan p@ﬂmdungan hak
.asasi,. khususnya bags lersangha - atau
.__::[erdakwa untuk _mendapatkan .perlakuan
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....secara- layak: dari petugas peﬁY;dik pe-
- nuniut umum, maupun dari Hakim, sesuai

3. Guna dapa{ membenkan bant
«-lerhadap - tersangka :seoptimal:
-+ inaka -penasihat: bukum mem;l:k: 2
hakyalw b e

berhak:: menghubungi "dan .
©» déngan tersangka ‘pada. setna
--pemeriksaan, demi<kepentingan: pembela-
“anaya. Hak dni:distur dalam pasali70; ayat

(1) KUHAP,
c.--#-berhak minta-- turunan b—sma a

: .nya (pasal 72 KUHAP).

* kepada tersangka (pasal 73 KUHAP)
Hak " uniik’ kepentingan pembelaan perkara
bagi tersangka atau “terdakwa masih’ ber}alan
terus, yzutu sampan pada Emgka{
kasasi, serta herzéinning * ‘atau” pemn;auan
kembah Berdasarkan hal-hal tersebut da ‘atas,
bahwa * ‘tentang “hak-hak  tersangka atau
terdakwa telah  diatur cukup dalam K;tab
Undang—Undang Hukum Acara deana :

2. Perlindungan Hak Asasi Bagi S_aksi dan
. atau Korban (Victim Rights) N
Daiam kasus perkara pidana maka pxhak—

' pihak yang tedibat di luar aparat 'pe egak

hukum adalah tersangka atau terdakowa di,
p;hak sedangkan pihak 1am adalah ~saksi atau
saksi korban, o
KUHAP memberakan pengakuan dan perhn—
dungan terhadap hak asasi bagi. tersangka dan
terdakowa. .

Tetapi sebaliknya perisndungan hak asasz bagl
saksi khususnya saksi, korban mas;h dlrasakan

Beb»rapa 'keteniuan ’ -yang

terdakwa
memberikan perlindungan terhadap hak-hak
saiqs; adalah:. :

1. Seorang dapat mengundurkan dm sebaga:
saksi. apabila terdapat hubungan keluarga

dan




e M ;}_ Wajlb dalang
kepada penyidik dan jka tidak datang,

.. penyidik_memanggil sekah iag: seterusnya

. paksa (pasal 112 ayat 2 KUHAP),
2. Saksi yang. menyebut nama cian alanat

-._'.."._lamanya 3 tahun dan denda setmggx—'
tingginya | sz ;ula (pasal 31 UU No. .

o 3/1970).

: Perhndungan hak asas1 bagt korban da[am

'suatu tindak pidana (m:salnya dalam kasus'
pemerkosaan, . penipuan, .. penganiayaan . dan
lain-lain}) hampir tidak ditemukan dalam |

KUHAP. Apabila secara sepintas diatur maka

hak-hak korban tidak mendapat porsi vang

seimbang dengan hak-hak tersangka/terdakwa

sebagai pelaku tindak pidana.

Beberapa pasal dalam KUHAP vyang tersirat

melindungi hak-hak asasi korban (Victim

rights) tindak kejahatan, adalah:

1. Pasal 98 ayat 1 KUHAP, mengatur tentang
penggabungan perkara gugatan ganii ke-
rugian dengan perkara pidana atas

'jdxianggar/dirampas seéara g

1v. PENEGAKAN HUKUM YANG SEIARAS

DENGAN MASASIMANUSIA' SR

hi gea permasaiahan_nya

ApAs -, i . 2 tau dengan
kata la:n ’bagaunana penegaka hukum dapat
ber;aian seiaras dengan penegakan HAM '

.Secara ‘umum - dapat’: dikatakan bahwa
I{UHAP sebagai pengganti HIR, sudah lebik

{ ‘baik.. Di-dalamnya- banyak .perubzhan- dan

pembaharuan hukum - yang- melindungi <hak
asasi . manusia - terufama: tersangka/terdakwa,
sejak ipenangkapan,:penahanan sampai peng-
hukuman - -hak-haknya - ‘telah - diperhatikan.
Seorang tersangka/terdakwa sejak -awal pe-

‘meriksaan, wajib: bagi penyidik ‘untuk‘mem-

beriahukan - mengenai  dakwaan “dan  dasar
hukum *yang . didakwakannya “juga sekaligus

| wajib memberitahu hak- -haknya; termasuk hak
‘untuk - menghubungi “dan memmta bantuan

dan Penaszhat Hukum, s

" Dalam KUHAP secara fungsmnai kelem-
bagaan dikenal Polri sebagai penyidik (di
samping penyidik . pegawai negeri. sipil. .dan

penyidik . khusus _lainnya), Jaksa/Kejaksaan

sebagai Penunwt Umurm .dan. Hakim/Peng-
adilan sebagai pember: putusan dalam perkara
pidana. Sedangkan dari sepi ketatalaksanaan
(penegakan hukum) dikenal "integrated crimi-
nal justice system”, yang mengatur mekanisme
penanganan perkara pidana sejak  proses
penyidikan, pentuntutan sampai dengan ekse-
kusi/pelaksanaan putusan Hakim.

Penyidik/Polri  sebagai ujung tombak
dalam proses penegakan hukum berdasarkan
KUHAP, sekalious meripakan ik, cawan

permintaan  seseorang  vang  dirugikan
(korban) dalam suatu tindak pidana.

2. Pasal 160 ayat I sub b KUHAP, bahwa
yang perama-iama didengar keterangan-
nya dalam pessidangan adalah pihak
kotban yang menjadi saksi,

terjadinya  pelanggaran  HAM. Berdasarkan
pasal 184 ayat 1 KUHAP diatur tentang alat
bukti vang syah iakah:

a. Keterangan saksi

b. Kelerangan ahli

¢ Surat
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oy Petun]uk___
. Keterangan terdakwa
* Dalam prakteknya"_penwdnk masi beranggap-
- arti "peng-
'buku yang

' -:hksanaan penegakan : hukum A berdasarkan
KUHAP mesklpun ‘belum” disertai undang-

dnpandang telah’ memenuhi ketentuan ' dalam
mi elmduagi hak hak (asas:) bagt tersangka/
-terdakwa B
-Kaiaupun masxh ter;ada berbaga; pelanggaraﬂ
HAM . yang  tentu -'saja - menyimpang* dari
ketentuan “datamn -+ KUHAP - sendiri, adalah
semata-mata: faktor: "manusia” - sebagai: pe
megang -(legalitas). penegak hukum. ba:k pe-
nyidnk penuntut umum maupun hakim,

.;Faktor sumber :daya .manusia merupakan :

-”kata kunci” upaya  penegakan- hukum 'yang
selaras_ dengan -penegakan/pengakuan HAM.

Untuk - itu - aparat penegak ‘hukum - teritama

aparat. wyang bertugas. di vjung tombak. yaiu
penyidik dituntut untuk merubah sikap mental
serta teknis penyidikan yang sekedar menge}ar
pengakuan tersangka” .

Terlebxh lebih menghadapl ‘makin majunya
kehldupan ‘sosial * ekonomi, d:mana mdxv;du
semaksn sadar akan hak hak asasmya '

atang bantuan hukum, namun dapat |

Penggunaan ilmu pengetahuan dan tek;noiogl
adalah satu-satunya alternatif untuk
pulkan dan menyusun alat bukti da
penyidikan tanpa, . barus . bertump
keterangan/pengakuan tersangka

V KESIMPU'LAN DAN PENUTUP

_'f_"_Desember 1948,
3. ‘Kehidupan masyarakat

dengan kewapban asasmya
4.'_Penegakan hukum ‘berdasarkan KUHAP
" yang bersumber pada UUD' 1945 cukup
menjamin’ diakui dan’ dahorma[mya HAM
terutama bagi tersangka/terdakwa
5.”"}’eny:mpangan dan’ pelanggaran | HAM ter-
-~ utama ‘dalam proses penyidikan- ‘adalah
" semata-mata’ faktor manusia yang 'belum
mampu memanfaatkan imu pengetahuan
dan teknologi secara optimal.
* Demikian beberapa pokok p:k:ran dl atas

‘semoga bérmanfaat:”

Gatot Heﬂdrarto adaiah Kepala ‘Pusat; Operasl Inte-

Tjen
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